
 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG 

NOMOR 6 TAHUN 1998 

 

TENTANG 

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  

TAHUN ANGGARAN 1997/1998 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

 

Menimbang :  Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Lanlpung Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 13 Juli 

1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan 

Perah1ran Daerah.   

  

Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 

95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;   

  2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Nega.ra Tahun 1974 Nomor 

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;   

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tenta.ng 

pengurusan-pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 1 Tahun 1975);    

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 

Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;   

5.  Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan 

Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan 

Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus 

serta Operasi Pasar;   

6.  Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara 

Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah 

Otonom;    

7.  Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 

Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;   



8.  Peraturan Menteri DaIanm Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang 

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi 

Keuangan dan Materil Daerah;   

9.  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang 

Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;   

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;   

 11.  Peraturan Menteri DaIanl Negeri Non10r 2 Tahun 1996 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri DalanI Negeri Nonlor 2 Tahun 1994 

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;    

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;   

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 

Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;    

14.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 

1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;  

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 

Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;    

16.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 

Langkah Pertarna Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;    

17.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 

September 1985 tentang Penyetnpurnaan Bentuk dan Susunan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;   

18.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 

Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah:    

19.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 

tentang Penggunaan Sistem Digit daIam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha 

Keuangan Daerah;    

20.  Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 

tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah 

menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;   

21.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;    

22.  Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 903.27-769 tanggal 10 

Juni 1997 tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Propinsi Daeralh Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 

1997/1998;   

 

 

 

 


